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Abstract: This study interrogates the judicial standing of marital dissolution induced by 
apostasy, contrasting Islamic jurisprudence against Indonesian positive law through an 
empirical analysis of Case Number 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk at the Tanjung Karang Class 1A 
Religious Court. Adopting a qualitative case-study design, empirical juridical data were 
gathered via interviews, archival documentation, judicial decrees, and literary reviews before 
undergoing descriptive-qualitative synthesis. The findings reveal a conceptual dichotomy. 
Islamic law posits that apostasy automatically terminates a marriage through the faskh 
mechanism because the foundational theological unity of the household has collapsed. 
Conversely, statutory frameworks in Indonesia—specifically the Marriage Law and the 
Compilation of Islamic Law (KHI) stipulate that no divorce possesses legal efficacy without 
a formal judicial decree. Notably, the Tanjung Karang Religious Court maintained 
absolute jurisdiction over the dispute despite the litigants' current non-Muslim status. 
This competence arises because the marriage was originally solemnized and 
registered under Islamic rites at the Office of Religious Affairs (KUA). In terms of 
ratio decidendi, the judges did not rely on apostasy as the primary legal ground for 
dissolution. Instead, the bench focused on the existence of irreconcilable and 
continuous domestic conflicts (irretrievable marriage breakdown). Ultimately, this 
adjudication reflects a systemic harmonization between Islamic legal maxims and 
national statutory law, effectively safeguarding legal certainty and the civil 
entitlements of the contested parties. 

Keywords: Divorce, Religious Court, Islamic marriage, legal certainty. 

Divorce Lawsuit of Non-Muslim Spouses in an Islamic Marriage at 
the Tanjung Karang Religious Court Case Study: Divorce Case 

Number 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk 

Abstrak: Studi kasus terhadap Putusan Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk di Pengadilan 
Agama Tanjung Karang Kelas 1A mendasari analisis mengenai status hukum pembubaran 
perkawinan yang dipicu oleh konversi agama (murtad) dalam ruang lingkup hukum Islam dan 
hukum positif di Indonesia. Menggunakan desain yuridis empiris dengan pendekatan 
kualitatif, penelitian ini mengonstruksi data deskriptif yang dihimpun melalui teknik 
wawancara, penelusuran dokumen, kajian putusan, serta literatur terkait. Temuan mendasar 
menunjukkan adanya diskrepansi konseptual; syariat Islam mengonfirmasi bahwa 

 
 
 
 

1 

Gugatan Cerai Pasangan Non Muslim dalam Perkawinan Islam di 
Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A studi kasus : Perkara 

Cerai Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk 
 

1Muhamad Ariyanto, 2Nawa Angkasa, 3 Nency Dela Oktora, 4Nyimas 
Lidya Putri Pertiwi 

1,2,3,4Universitas Islam negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia 
ariy46317@gmail.com; 2 nawaangkasa48@gmail.com; 

3nencydelaoktora@metrouniv.ac.id; 4nyimaslidyaputripertiwi@metrouniv.ac.id; 
Penulis Korespondensi: ariy46317@gnail.com 

mailto:ariy46317@gmail.com
mailto:nawaangkasa48@gmail.com
mailto:3nencydelaoktora@metrouniv.ac.id
mailto:4nyimaslidyaputripertiwi@metrouniv.ac.id
mailto:ariy46317@gnail.com




2 

 

 

 
 

berakhirnya ikatan perkawinan terjadi secara otomatis via mekanisme faskh akibat hilangnya 
kesatuan akidah. Sebaliknya, tertib hukum positif di Indonesia—yang mengacu pada Undang-
Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)—menegaskan bahwa perceraian 
baru dianggap sah secara yuridis apabila telah mendapatkan legitimasi berupa putusan resmi 
dari lembaga peradilan. Dalam implementasinya, Pengadilan Agama Tanjung Karang 
Kelas 1A tetap memegang yurisdiksi absolut untuk mengadili perkara ini. 
Kewenangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa perkawinan para pihak pada 
mulanya dilangsungkan dan diadministrasikan secara Islam di Kantor Urusan Agama 
(KUA), sekalipun kondisi teologis subjek hukum saat ini telah berubah menjadi non-
Muslim. Secara aplikatif, ratio decidendi (pertimbangan hukum) majelis hakim tidak 
menjadikan dalil kemurtadan sebagai kausa utama pembatalan perkawinan. Hakim 
justru menitikberatkan konstatasi pada eksistensi perselisihan dan pertengkaran yang 
terjadi secara simultan dan tidak dapat didamaikan lagi (irretrievable marriage 
breakdown). Pola penyelesaian ini merefleksikan adanya koherensi serta harmonisasi 
antara doktrin hukum Islam dan kodifikasi hukum nasional demi menjamin kepastian 
hukum sekaligus memproteksi hak-hak keperdataan para pihak yang bersengketa. 

Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan Agama, Perkawinan Islam, Kepastian Hukum. 
 

A. Pendahuluan 
Dimensi yuridis dan spiritual melekat secara integratif dalam institusi 

perkawinan Islam guna merealisasikan pilar domestik yang sakinah, mawaddah, dan 
rahmah. Dalam doktrin hukum Islam, eksistensi dan keberlanjutan sebuah biduk 
rumah tangga memiliki dependensi yang bersifat mutlak terhadap keselarasan teologis 
(unifikasi akidah) antara suami dan istri. Konsep pembatasan serta urgensi kesamaan 
keyakinan ini secara eksplisit telah diundangkan dan ditegaskan melalui otoritas teks 
ilahi dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 221: 

َّتحَ تِاكَرِشْمُلْا اوحُكِنَت لاَوَ  اوحُكِنُت لاَوَ ۗ◌ مْكُْتَبجَعَْأ وَْلوَ ةٍكَرِشْمُّ نمِّ رٌیْخٌَ ةَنمِؤْمٌُّ ةمَلأََوَ ۚ◌ نَّ مِؤُْی ىٰ
َّتحَ نَیكِرِشْمُلْا  ىٰ
 اوُنمِؤُْی

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang mukmin lebih baik daripada 
perempuan musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan 
orang-orang musyrik (dengan perempuan mukmin) sebelum mereka beriman…” 
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 221).1 

Melalui penjelasan ayat tersebut, keselarasan akidah diidentifikasi sebagai 
salah satu parameter krusial dalam eksistensi perkawinan Islam. Pergeseran teologis 
berupa kemurtadan yang dilakukan oleh salah satu pihak memicu lahirnya sengketa 
hukum yang multitafsir dan pelik. Fenomena ini tidak semata-mata menguji status 
legalitas perkawinan secara formal, namun secara simultan mengintervensi tatanan 
hak serta kewajiban domestik para pihak setelah perceraian terjadi. Mayoritas ulama 
fikih, khususnya Mazhab Syafi’i, berpendapat bahwa kemurtadan salah satu pasangan 
menyebabkan putusnya perkawinan secara otomatis melalui mekanisme 

 
1 Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag dan Terjemahannya,” 

https://quran.kemenag.go.id. 

https://quran.kemenag.go.id/
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faskh tanpa memerlukan putusan hakim.2 Pandangan tersebut didasarkan pada prinsip 
bahwa keberlangsungan akad perkawinan dalam Islam mensyaratkan adanya kesatuan 
keyakinan antara suami dan istri. 

Sistem hukum positifᵢ Indonesia memiliki pendekatan yang berbedaᵢ dalam 
memandangᵢ akibat hukumᵢ kemurtadan dalam perkawinan. Pasal 39 Undang-
Undangᵢ Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan3 danᵢ Pasal 115 Kompilasi Hukum 
Islam menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui putusan 
pengadilan.4 Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukumᵢ positifᵢ Indonesia tidakᵢ 
mengenal putusnya perkawinan secara otomatis akibatᵢ murtad. Perbedaan konsep 
antara hukum Islamᵢ dan hukum positifᵢ Indonesiaᵢ tersebut menimbulkan persoalan 
yuridis dalam praktik penyelesaian perkara perceraian akibat murtad di lingkungan 
Pengadilan Agama. 

Problematika tersebut terlihat dalam perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk 
di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. Perkara tersebut bermula dari 
murtadnya suami setelah beberapa tahun menjalani perkawinan, kemudian diikuti 
oleh istri dan anak-anaknya. Seluruh pihak telah berstatus non-Muslim pada saat 
gugatan cerai diajukan, tetapi Pengadilan Agama tetap menerima dan memeriksa 
perkara karena perkawinan para pihak sebelumnya tercatat sebagai perkawinan Islam 
di Kantor Urusan Agama.5 Dinamika tersebut memicu perdebatan mengenai 
yurisdiksi absolut Pengadilan Agama dalam memutus perceraian non-Muslim (eks-
Muslim) sekaligus menguji efektivitas perlindungan hak-hak keperdataan para pihak 
pasca-perceraian. 

Kajian mengenai perceraian akibat perpindahan agama dalam perkawinan 
Islam telah banyak dilakukan dengan fokus pembahasan yang beragam. Ulfi 
Muflikhah membahas disparitas pertimbangan hakim dalam memutus perkara 
perceraian dengan alasan murtad dan menemukan adanya perbedaan penerapan 
putusan antara talak ba’in sughra dan faskh dalam perkara perceraian akibat murtad.6 
Penelitian Faik Zuhri menunjukkan bahwa hakim tetap menggunakan hukum positif 
Indonesia sebagai dasar utama dalam memutus perkara cerai talak dengan alasan istri 
murtad.7 Penelitian Lasmi Tarsih, Jamaluddin, dan Faisal menjelaskan bahwa 
kewenangan pengadilan dalam perceraian beda agama ditentukan berdasarkan status 
hukum dan pencatatan perkawinan para pihak.8 Kajian Kevinᵢ Alexander Tupan, 

 
2 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 9: Pernikahan; Talak; Khuluu`; Illaa`; 

Li`aan; Zhihar; Masa Iddah (Darul Fikir, 2021). 
3 “Pasal 39ᵢ Undang-undang Nomor 1 Tahunᵢ 1974 tentangᵢ Perkawinan,” Database Peraturan 

JDIHᵢ BPK,ᵢ http://peraturan.bpk.go.id. 
4 “Pasal 115 Kompilasi Hukumᵢ Islam,” Datahukum, 

https://www.datahukum.com/peraturan/KHI.html. 
5 Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk 
6 Ulfi Muflikhah, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Dengan 

Alasan Murtad (Studi Komparasi Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2017/Pa.Pwt dan Putusan Nomor 
426/Pdt.G/2020Pa.Pkl),” Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law 2, no. 2 (2022): 155–172. 

7 Zuhri Faik, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Talak dengan Alasan Istri Murtad 
(Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb)” (skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 
2023), https://repository.uinsaizu.ac.id/19162/. 

8 Lasmi Tarih dkk., “Analisis Yuridis Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri 
dalam  Memutus  Perceraian  Akibat  Perkawinan  Beda  Agama  (Analisis  Putusan  Nomor 

https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/about
http://peraturan.bpk.go.id/
https://www.datahukum.com/peraturan/KHI.html
https://repository.uinsaizu.ac.id/19162/
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Deasy Soeikromo, dan Sarah D.L. Roeroeᵢ menitikberatkanᵢ pada akibat hukumᵢ 
perceraian beda agama terhadap pembagian harta bersama dalam sistemᵢ hukumᵢ 
Indonesia.9 Penelitian Siti Ida Husniati, Kamarusdiana, danᵢ Yassardinᵢ menunjukkan 
bahwa pertimbangan hakim dalamᵢ pemberian hakᵢ hadhanahᵢ kepada ibu yang 
murtad tidak hanya didasarkan padaᵢ status agama, tetapi juga mempertimbangkanᵢ 
kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak.10 

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji perceraian akibat murtad dari 
aspek status hukum perkawinan, disparitas putusan hakim, hak hadhanah anak, 
kewenangan pengadilan, dan akibat hukum terhadap harta bersama. Namun demikian, 
diskursus akademik sejauh ini belum secara khusus mengkaji kapasitas yurisdiksional 
Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian yang 
melibatkan para pihak yang sepenuhnya telah berstatus non-Muslim, sementara 
perkawinan terdahulu mereka diikat dan diregistrasikan berdasarkan hukum Islam. 
Ketiadaan kajian komprehensif tersebut menjadi titik krusial lantaran memicu 
ketidakpastian dalam operasionalisasi asas personalitas keislaman, wilayah 
kompetensi absolut pengadilan, serta bentuk harmonisasi doktrin hukum Islam dengan 
hukum positif Indonesia dalam menegakkan kepastian hukum. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
yuridis empiris melalui metode studi kasus terhadap perkara Nomor 
869/Pdt.G/2025/PA.Tnk di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A.11 
Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis penerapan hukum Islam dan 
hukum positif Indonesia dalam penyelesaian perceraian akibat murtad.12 Konstruksi 
data primer dalam riset ini disandarkan pada hasil wawancara bersama jajaran hakim 
dan staf yudisial Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A yang menguji perkara 
bersangkutan. Sementara itu, data sekunder disuplai dari salinan putusan nomor 
869/Pdt.G/2025/PA.Tnk, kodifikasi perundang-undangan, dokumen hukum terkait, 
serta literatur ilmiah pendukung. Pengumpulan data dikerjakan secara sistematis 
melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Peneliti menerapkan 
metode analisis deskriptif-kualitatif melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan 
interpretasi terhadap fakta hukum yang ditemukan, guna memetakan batasan 
kewenangan Pengadilan Agama serta implikasi keperdataan dari perceraian 

 
 
 

31/Pdt.G/2021/PA.Pare dan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Lsm),” Fakultas Hukum Universitas 
Malikussaleh 8, no. 2 (2025): 120–35, https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21439. 

9 Kevin Alexanderᵢ Tupan dkk., “Implementasi Hukum Perceraianᵢ Bedaᵢ Agama Terhadap 
Pembagian Harta Bersama,” LEXᵢ CRIMENᵢ 14, no. 1 (2025), 
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64611. 

10ᵢ Siti Idaᵢ Husniati dkk.,ᵢ “Disparitas Putusanᵢ Hakim Dalamᵢ Pemberian Hadhanah Pada 
Ibu Murtadᵢ Perspektifᵢ Maqāsīdᵢ Al-Syarīahᵢ (Studi Putusanᵢ Nomor 2800/Pdt.G/2018/PA.Jb Dan 
Putusan Nomorᵢ 0679/Pdt.G/2020/PA.Klt),” Journalᵢ ofᵢ Islamic Studiesᵢ andᵢ Humanities 9,ᵢ no. 1 
(2024): 39–63,ᵢ https://doi.org/10.21580/jish.v9i1.20082. 

11 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, 1 ed., vol. 1 (Citra Aditya Bakti, 
2004), Bandung, perpustakaan.ciptakarya.pu.go.id. 

12 Mutia Sakiyah Aziza dkk., “Kedudukan Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad) 
Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,” INNOVATIVE: Journal Of Social 
Science Research 4, no. 5 (2024): 5973-5985. 

https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21439
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64611
https://doi.org/10.21580/jish.v9i1.20082
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akibat murtad berdasarkan tinjauan hukum Islam dan hukum positif nasional.13 
Pendekatan ini diterapkan demi memperoleh pemahaman utuh mengenai argumentasi 
hukum Pengadilan Agama dalam memproses dan mengadili perkara perceraian yang 
melibatkan para pihak berstatus non-Muslim (murtad).14 

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum perceraian akibat 
murtad menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sekaligus membedah 
pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dalam memutus 
perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk. 

 
B. Kedudukan Hukum Perceraian Akibat Murtad dalam Perspektif Hukum 

Islam dan Hukum Positif Indonesia 
1. Konsep Perceraian Akibat Murtad dalam Hukum Islam 

Perkawinan Islam mengintegrasikan ikatan keperdataan dan spiritual guna 
merealisasikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.15 Konsep 
tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam dibangun atas dasar 
kesatuan akidah dan tanggung jawab moral untuk menjaga keberlangsungan 
kehidupan rumah tangga sesuai ketentuan syariat. Kedudukan agama dalam 
perkawinan menjadi unsur fundamental karena berkaitan dengan tujuan 
pembentukan keluarga muslim yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai 
keimanan. 

Kesatuan keyakinan dalam rumah tangga Islam ditegaskan dalam Al-
Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 221: 

َّتحَ تِاكَرِشْمُلْا اوحُكِنَت لاَوَ  نَیكِرِشْمُلْا اوحُكِنُت لاَوَ ۗ◌ مْكُْتَبجَعَْأ وَْلوَ ةٍكَرِشْمُّ نمِّ رٌیْخٌَ ةَنمِؤْمٌُّ ةمَلأََوَ ۚ نَّ مِؤُْی ىٰ
َّتحَ  اوُنمِؤُْی ىٰ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang mukmin lebih baik 
daripada perempuan musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah 
kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan mukmin) 
sebelum mereka beriman…” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 221).16 

Melalui kandungan ayat tersebut, keselarasan agama diposisikan sebagai 
salah satu prasyarat krusial bagi ketahanan institusi perkawinan Islam. 
Restriksi terhadap pernikahan lintas agama diorientasikan sebagai instrumen 
preventif dalam menjaga kemurnian akidah sekaligus stabilitas rumah tangga. 
Menanggapi fenomena ini, Quraish Shihab memaparkan bahwa jalinan 
perkawinan dalam Islam tidak semata-mata diorientasikan untuk 

 
 

13 Wahyudin Darmalaksana, Metodologi penelitian Hukum Islam (Sentra Publikasi Indonesia, 
2022), https://digilib.uinsgd.ac.id. 

14 Dzurrotul Muniroh Ahdaniah, “Perceraian Karena Murtad (Studi Putusan Yang Berbeda Di 
Pengadilan Agama Bengkayang Dan Pengadilan Agama Bondowoso)” (masters, Program 
Pascasarjana, 2024), https://digilib.uinkhas.ac.id/35051/. 

15 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Prenada Media, 2019). 
16 Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag dan Terjemahannya,” 

https://quran.kemenag.go.id. 

https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/about
https://digilib.uinsgd.ac.id/
https://digilib.uinkhas.ac.id/35051/
https://quran.kemenag.go.id/
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memuaskan kebutuhan biologis, melainkan berfungsi sebagai sarana retensi 
bagi keberlanjutan nilai-nilai teologis di lingkungan keluarga.17 

Perubahan agama atau kemurtadan salah satu pihak dalam perkawinan 
menimbulkan akibat hukum terhadap keberlangsungan akad perkawinan. 
Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa kemurtadan menyebabkan 
putusnya hubungan perkawinan melalui mekanisme faskh karena tidak lagi 
terpenuhi prinsip kesatuan akidah dalam rumah tangga Islam. Wahbah Az-
Zuhaili menjelaskan bahwa apabila salah satu pasangan keluar dari agama 
Islam, maka hubungan perkawinan menjadi batal karena adanya larangan 
perkawinan antara muslim dan non-muslim.18 Pendapat tersebut menunjukkan 
bahwa keberlangsungan perkawinan dalam hukum Islam sangat berkaitan 
dengan status keagamaan para pihak. 

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa kemurtadan salah satu pasangan 
menyebabkan putusnya perkawinan secara otomatis tanpa memerlukan 
putusan hakim apabila kemurtadan tersebut terjadi setelah dukhul.19 
Pandangan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa akad perkawinan dalam 
Islam hanya dapat berlangsung apabila kedua pihak tetap berada dalam ikatan 
keislaman. Pendapat serupa dikemukakan Sayyid Sabiq yang menyatakan 
bahwa kemurtadan termasuk salah satu sebab putusnya perkawinan karena 
menghilangkan syarat dasar keberlangsungan akad nikah.20 

Konsep faskh dalam hukum Islam berbeda dengan talak karena putusnya 
perkawinan terjadi bukan akibat kehendak suami, melainkan karena adanya 
sebab hukum tertentu yang menyebabkan akad perkawinan tidak dapat 
dipertahankan. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa faskh merupakan 
pembatalan hubungan perkawinan akibat tidak terpenuhinya syarat atau 
adanya sebab yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut syariat 
Islam.21 Kemurtadan dipandang sebagai salah satu bentuk sebab hukum yang 
menghilangkan keabsahan hubungan perkawinan karena bertentangan dengan 
prinsip dasar perkawinan Islam. 

Pandangan fikih tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam lebih 
menitikberatkan pada aspek substantif berupa kesatuan keyakinan dalam 
rumah tangga dibandingkan legalitas administratif perkawinan. Perkawinan 
dipandang tidak lagi memenuhi tujuan syariat ketika salah satu pihak keluar 
dari agama Islam. Perspektif tersebut berbeda dengan sistem hukum positif 

 
 

17 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, V 
(Penerbit Lentera Hati, 2005). 

18 az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 9, 7123. 
19 Abi Yahya Zakariya Al-anshari dan Adz-Dzahabi Asy Syafi’i, Fath al wahhab bi syarh 

manhaj ath thullab (Dar al Kutub al Ilmiyah, 2010), Libanon, opac.uinkediri.ac.id. 
20 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 2 (Republika Penerbit, 2017). 
21 Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan (Kencana, 2006). 
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Indonesia yang tetap mensyaratkan adanya putusan pengadilan sebagai dasar 
sah putusnya perkawinan meskipun salah satu pihak telah murtad. 

2. Perceraian Akibat Murtad dalam Hukum Positif Indonesia 
Sistem hukum positifᵢ Indonesia menempatkan perkawinanᵢ sebagai 

hubungan hukum yang tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga 
dimensi administratifᵢ dan keperdataan. Keabsahan perkawinan dalamᵢ hukum 
nasional tidak hanya ditentukan berdasarkan hukum agama, melainkanᵢ juga 
berkaitanᵢ dengan pencatatan dan perlindungan hukumᵢ terhadap hak-hakᵢ para 
pihakᵢ setelah perkawinan berlangsung.22 Kedudukan tersebut menyebabkan 
putusnya perkawinan tidakᵢ dapatᵢ terjadi secara otomatis meskipun terdapat 
perubahan agama salah satu pihak dalam rumah tangga. 

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomorᵢ 1 Tahunᵢ 1974 tentangᵢ 
Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanyaᵢ dapat dilakukan di depan 
sidangᵢ pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 
berhasil mendamaikanᵢ kedua belah pihak.23 Ketentuan tersebutᵢ menunjukkan 
bahwa hukum positifᵢ Indonesia menjadikan putusan pengadilan sebagai 
syarat utama dalam menentukan sah atau tidaknya perceraian. Perceraian 
tidak dapatᵢ dilakukan secara sepihak maupunᵢ terjadi secaraᵢ otomatis tanpa 
adanya proses hukum melalui lembagaᵢ peradilan. 

Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukumᵢ Islam 
yang menyatakan bahwa perceraianᵢ hanya dapatᵢ dilakukanᵢ di depan sidang 
Pengadilan Agama setelah pengadilan berusahaᵢ mendamaikan kedua belah 
pihak danᵢ tidakᵢ berhasil.24 Pengaturanᵢ tersebut memperlihatkan bahwa 
sistemᵢ hukumᵢ Indonesia lebihᵢ mengedepankan kepastian hukum dan 
perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak dibandingkan konsep 
fikih klasik yangᵢ memandang kemurtadan sebagai sebab putusnya 
perkawinan secaraᵢ otomatis. 

Perubahan agama dalam rumah tangga pada dasarnya tidak secara eksplisit 
disebut sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undangᵢ Perkawinan. Pasal 
19 hurufᵢ (f) Peraturan Pemerintahᵢ Nomor 9 Tahunᵢ 1975 jo. Pasal 116 
hurufᵢ (f) Kompilasi Hukum Islam menjelaskanᵢ bahwa perceraian dapat 
terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada 
harapanᵢ hidup rukun kembali dalam rumahᵢ tangga.25 Ketentuan tersebut 
menyebabkan perkara perceraian akibat murtad dalam praktik peradilan 
lebih sering dikualifikasikan sebagai 

 

 
22ᵢ Subekti, Pokok-pokok hukum perdata (Intermasa, 2005). 
23 Database Peraturan. JDIH BPK, “Pasal 39 Undang-undangᵢ Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan.” 
24 Datahukum, “Pasalᵢ 115 Kompilasiᵢ Hukumᵢ Islam.” 
25 Willa Wahyuni, “Alasan Perceraianᵢ yang Dibolehkan olehᵢ Undang-undang,” 

hukumonline.com, https://www.hukumonline.com. 
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perselisihan rumah tangga dibandingkanᵢ semata-mata didasarkanᵢ pada 
perpindahan agama salah satu pihak. 

Pendekatanᵢ tersebut terlihat dalam berbagai putusan Pengadilanᵢ Agama 
yang menjadikan konflik rumahᵢ tangga sebagai alasan utamaᵢ perceraianᵢ 
meskipun penyebab awal perselisihan berasal dari perpindahanᵢ agama salah 
satu pasangan. Faik Zuhri menjelaskan bahwa hakimᵢ Pengadilan Agama 
cenderungᵢ menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus 
sebagai dasar hukum perceraian untukᵢ menyesuaikan ketentuan hukumᵢ 
positifᵢ Indonesia dengan faktaᵢ perpindahan agama dalam rumahᵢ tangga.26 
Pendekatan tersebutᵢ digunakanᵢ untuk menjaga kepastian hukum terhadap 
status perkawinanᵢ serta akibat hukum lainᵢ yang timbul setelah perceraian. 

Keberadaan putusan pengadilan dalam perkara perceraian akibat murtad 
memiliki arti penting dalam sistem administrasi hukum nasional. Putusan 
pengadilan tidak hanya berfungsi menyatakan putusnya perkawinan, tetapi 
juga menjadi dasar hukum terhadap pencatatan perceraian, hak asuh anak, 
nafkah, pembagian harta bersama, dan administrasi kependudukan para 
pihak.27 Tanpa adanya putusan pengadilan, status hukum para pihak 
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hubungan keperdataan 
maupun administrasi negara. 

Pendekatan hukum positif Indonesia tersebut menunjukkan adanya 
pergeseran dari konsep fikih klasik yang bersifat substantif menuju 
pendekatan administratif dan legal formal. Hukum nasional tidak secara 
langsung menerapkan konsep faskh akibat murtad sebagaimana pandangan 
mayoritas ulama fikih, melainkan tetap mensyaratkan mekanisme perceraian 
melalui lembaga peradilan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sistem 
hukum Indonesia berupaya mengharmonisasikan prinsip hukum Islam dengan 
kebutuhan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional modern. 

3. Dualisme Konsep Perceraian Akibat Murtad dalam Hukum Islam dan 
Hukum Positif Indonesia 

Konstruksi hukum Indonesia mengenai perceraian akibat murtad 
mengindikasikan adanya pertentangan paradigma antara doktrin Islam dan 
hukum positif terkait momentum putusnya perkawinan. Dalam kacamata 
hukum Islam, kemurtadan diidentifikasi sebagai faktor determinan 
pembatalan perkawinan lantaran asas keselarasan iman telah runtuh. Akan 
tetapi, tata hukum positif Indonesia menggarisbawahi bahwa keabsahan 
perceraian secara yuridis hanya dapat diperoleh pasca-keluarnya putusan 
pengadilan. Ketidakselarasan ini merefleksikan perbedaan tajam antara 
pendekatan dogmatis-substantif Islam dan pendekatan formal-administratif 
hukum negara. 

 

 
26 Faik, “Analisis Putusan Hakim Terhadapᵢ Cerai Talakᵢ denganᵢ Alasan Istriᵢ Murtad 

(Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb).” 
27 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Cet. 2 

(Cambridge University Press, 2007), https://simpus.mkri.id. 
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Hukum Islam menempatkan agama sebagai unsur utama dalam 

keberlangsungan hubungan perkawinan. Mayoritas ulama fikih berpendapat 
bahwa perpindahan agama salah satu pasangan menyebabkan hubungan 
perkawinan menjadi batal demi hukum melalui mekanisme faskh.28 
Pendekatan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa perkawinan dalam Islam 
tidak hanya merupakan hubungan keperdataan, tetapi juga ikatan spiritual 
yang harus dijaga dalam satu kesatuan keyakinan. Keberlangsungan akad 
perkawinan dipandang tidak dapat dipertahankan ketika salah satu pihak 
keluar dari agama Islam. 

Sistem hukum positif Indonesia memiliki pendekatan berbeda dengan tetap 
menempatkan lembaga peradilan sebagai satu-satunya institusi yang 
berwenang menyatakan putusnya perkawinan. Pasal 39 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum 
Islam menunjukkan bahwa perceraian baru dianggap sah setelah diputus oleh 
pengadilan.29 Ketentuan tersebut menyebabkan perpindahan agama tidak 
secara otomatis menghapus hubungan hukum perkawinan sebelum adanya 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Perbedaan konsep tersebut memperlihatkan adanya pertentangan antara 
aspek substantif hukum Islam dan aspek formal hukum nasional. Perspektif 
fikih lebih menitikberatkan pada keberlangsungan akidah dalam rumah 
tangga, sedangkan hukum positif Indonesia lebih menekankan kepastian 
hukum administrasi perkawinan dan perlindungan hak-hak keperdataan para 
pihak. Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia 
mengalami proses transformasi dari norma fikih menuju norma hukum 
nasional yang menyesuaikan kebutuhan kepastian hukum masyarakat 
modern.30 

Dualisme konsep tersebut terlihat secara nyata dalam praktik peradilan 
agama, khususnya pada perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk di 
Pengadilan Agamaᵢ Tanjungᵢ Karang Kelas 1A. Majelis hakim tetap menerima 
dan memeriksa perkara meskipun seluruh pihak telah berstatus non-Muslim 
karena perkawinan para pihak sebelumnya dilangsungkanᵢ dan tercatat 
menurut hukum Islam di Kantor Urusan Agama.31 Pertimbangan tersebutᵢ 
menunjukkanᵢ bahwa legalitas administratifᵢ perkawinanᵢ memiliki kedudukan 
pentingᵢ dalamᵢ menentukan kewenanganᵢ absolut Pengadilan Agama. 

Pendekatan hakim dalam perkara tersebut memperlihatkan bahwa asas 
personalitas keislaman dalam praktik peradilan agama tidak dimaknai secara 
sempit berdasarkan agama aktual para pihak ketika gugatan diajukan. Status 
hukum perkawinan pada saat akad dilangsungkan justru menjadi dasar utama 
dalam menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama. M. Yahya 

 
28 az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 9, 7123. 
29 Wahyuni, “Alasan Perceraian yang Dibolehkan oleh Undang-undang.” 
30 Ahmad Rofiq, Hukum perdata Islam di Indonesia, Revisi, Cet. 1 (Rajawali Pers, 2013), 

https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10221. 
31 Putusanᵢ Pengadilan Agama Tanjungᵢ Karang Kelas 1A Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk 
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Harahap menjelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya 
berkaitan dengan subjek hukumnya, tetapi juga berkaitan dengan hubungan 
hukum yang lahir berdasarkan hukum Islam.32 

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia lebih 
mengutamakan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan 
dibandingkan penerapan konsep fikih secara tekstual. Putusan pengadilan 
diperlukan untuk menjamin kejelasan status hukum perceraian, pencatatan 
administrasi kependudukan, hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta 
bersama.33 Tanpa adanya putusan pengadilan, hubungan hukum para pihak 
berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam sistem administrasi negara 
maupun hubungan keperdataan lainnya. 

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik peradilan agama di 
Indonesia pada dasarnya merupakan bentuk harmonisasi antara hukum Islam 
dan hukum positif nasional. Prinsip-prinsip hukum Islam tetap digunakan 
sebagai landasan normatif dalam pertimbangan hakim, tetapi penerapannya 
disesuaikan dengan mekanisme hukum acara dan kepastian hukum dalam 
sistem peradilan nasional. Dualisme konsep tersebut menunjukkan bahwa 
perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak lagi sepenuhnya 
menerapkan konsep fikih klasik, melainkan telah mengalami penyesuaian 
dengan kebutuhan perlindungan hukum masyarakat modern. 

 
C. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A 

dalam Perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk 
1. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian 

 
Kewenangan absolut Pengadilanᵢ Agama diaturᵢ dalam Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangᵢ Peradilan Agama sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 
melalui Undang-Undang Nomorᵢ 50 Tahun 2009. Ketentuan tersebut 
menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenangᵢ memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikanᵢ perkaraᵢ tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam, 
salah satunya dalamᵢ bidang perkawinan.34 Pengaturan tersebut menunjukkan 
bahwa kewenangan Pengadilan Agama pada dasarnya didasarkan pada asas 
personalitas keislaman yangᵢ menempatkan agama Islamᵢ sebagai dasarᵢ 
kompetensi lembaga peradilanᵢ agama. 

Asas personalitas keislaman merupakan prinsip yang menentukan bahwa 
kewenangan Pengadilan Agama lahir karena adanya hubungan hukum yang 
dilakukan berdasarkan hukum Islam oleh pihak-pihak yang beragama 

 

 
32 Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, 137. 
33 Subekti, Pokok-pokok hukum perdata, 31. 
34 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50ᵢ Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan 

Keduaᵢ Atas Undang-Undang Nomorᵢ 7 Tahunᵢ 1989 Tentang Peradilanᵢ Agama,” 
JDIH.babelprov.go.id, https://jdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum.pdf. 

https://jdih.babelprov.go.id/sites/default/files/produk-hukum.pdf
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Islam.35 Prinsip tersebut menjadi pembeda utama antara Pengadilan Agama 
dan lingkungan peradilan lainnya dalam sistem peradilan nasional. Yahya 
Harahap menjelaskan bahwa asas personalitas keislaman tidak hanya 
berkaitan dengan status agama para pihak, tetapi juga menyangkut hubungan 
hukum yang lahir dan dilaksanakan berdasarkan hukum Islam.36 Pendapat 
tersebut menunjukkan bahwa legalitas hubungan hukum memiliki kedudukan 
penting dalam menentukan kewenangan Pengadilan Agama. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakimᵢ Pengadilan 
Agama Tanjung Karang Kelas 1A, kewenangan Pengadilanᵢ Agamaᵢ dalam 
memeriksa dan mengadili perkara Nomorᵢ 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk tetap 
didasarkanᵢ pada status hukum perkawinanᵢ para pihakᵢ yang sejak awal 
dilangsungkan menurut hukum Islam danᵢ telah tercatat secara resmi di 
Kantor Urusan Agama (KUA). Menurutᵢ salahᵢ satu Hakim Pengadilan 
Agama Tanjung Karang Kelas 1A Kelas 1A, perubahan agama yang terjadi 
pada para pihak setelahᵢ berlangsungnya perkawinan tidakᵢ serta-merta 
menghilangkan kewenanganᵢ absolut Pengadilan Agama untuk 
menyelesaikan perkara perceraian tersebut. Dasar pertimbangannya adalah 
bahwa hubungan hukum yang menjadi objek sengketa lahir dari suatu 
perkawinan yang sah menurut hukum Islam, sehingga penyelesaiannya tetap 
menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Dengan demikian, penentuan 
kewenangan pengadilan tidak semata-mata didasarkan pada status agama para 
pihak pada saat gugatan diajukan, melainkan juga mempertimbangkan status 
hukum perkawinan yang melahirkan hubungan hukum tersebut. Hal ini 
menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, aspek legalitas 
administratif perkawinan memiliki peranan penting dalam menentukan 
kompetensi absolut Pengadilan Agama guna menjamin kepastian hukum bagi 
para pihak.37 

Persoalan kompetensi peradilan muncul ketika para pihak yang 
bersengketa dalam perkara perceraian diketahui telah murtad pada saat perkara 
tersebut didaftarkan. Kondisi ini melahirkan ambivalensi mengenai 
kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan perceraian 
yang melibatkan subjek hukum non-Muslim. Manifestasi sengketa ini 
terefleksi dalam Putusan Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk di Pengadilan 
Agama Tanjung Karang Kelas 1A, yang memperlihatkan adanya kesenjangan 
antara identitas agama riil para pihak dengan legalitas institusi perkawinan 
yang menjadi objek sengketa. 

Yurisdiksi absolut untuk memeriksa sekaligus memutus sengketa ini 
dinyatakan tetap berada pada kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Karang 
Kelas 1A oleh majelis hakim. Kualifikasi kompetensi peradilan tersebut 
berpijak pada fakta hukum bahwa ikatan pernikahan para litigannya 

 
35 A. Mukti Arto, Praktek perkara perdata pada pengadilan agama, Cet. 9 (Pustaka Pelajar, 

2017), Yogyakarta, library.stainidaeladabi.ac.id. 
36 Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, 135. 
37 Hasil Wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 

1A pada tanggal 18 Juni 2026 

https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/about


12 

 

 

 
 

pada mulanya diikat dan diregistrasikan di bawah naungan syariat Islam pada 
Kantor Urusan Agama. Secara yuridis formal, konstatasi hakim disandarkan 
pada alat bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 753/3/IX/2010; sebuah dokumen 
yang mengonfirmasi bahwa unifikasi perkawinan para pihak tunduk pada 
ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 serta Pasal 7 ayat (1) 
Kompilasi Hukum Islam.38 

Pertimbangan hakim tersebut memperlihatkan bahwa status administratif 
perkawinan menjadi dasar utama dalam menentukan kompetensi absolut 
Pengadilan Agama. Keberadaan akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor 
Urusan Agama dipandang sebagai bukti bahwa hubungan hukum para pihak 
lahir berdasarkan hukum Islam sehingga penyelesaiannya tetap menjadi 
kewenangan Pengadilan Agama meskipun para pihak telah keluar dari agama 
Islam. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan agama lebih 
menitikberatkan pada legalitas hubungan hukum dibandingkan status agama 
aktual para pihak ketika perkara diperiksa. 

Pendekatan tersebut berbeda dengan pandangan fikih klasik yang 
memandang kemurtadan sebagai sebab putusnya perkawinan secara otomatis 
melalui mekanisme faskh. Hukum Islam klasik tidak mengenal konsep 
kewajiban putusan pengadilan dalam menentukan putusnya perkawinan akibat 
murtad karena perpindahan agama dipandang langsung menghilangkan 
keabsahan akad perkawinan.39 Sistem hukum Indonesia justru tetap 
mensyaratkan adanya putusan pengadilan sebagai bentuk kepastian hukum 
terhadap status perkawinan dan akibat hukum lainnya. 

Praktik peradilan dalam perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk 
menunjukkan adanya perluasan makna asas personalitas keislaman dalam 
penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia. Asas tersebut tidak lagi dimaknai 
secara sempit berdasarkan agama para pihak pada saat gugatan diajukan, tetapi 
juga mempertimbangkan status hukum perkawinan yang lahir berdasarkan 
hukum Islam. Pendekatan tersebut digunakan untuk menjaga kepastian hukum 
terhadap status perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan administrasi 
kependudukan para pihak setelah putusnya perkawinan. 

Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut sekaligus menunjukkan 
bahwa perkembangan praktik peradilan agama di Indonesia cenderung 
mengedepankan pendekatan administratif dan perlindungan hukum 
dibandingkan penerapan konsep fikih secara tekstual. Legalitas perkawinan 
yang tercatat menurut hukum Islam dipandang tetap melahirkan kewenangan 
Pengadilan Agama meskipun secara faktual para pihak telah berpindah agama. 
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya harmonisasi antara prinsip hukum 
Islam dan kebutuhan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional modern. 

 
 
 

38 Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk 
39 az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 9, 7123. 
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2. Dasar Pertimbangan Hakim Menerima dan Mengadili Perkara 

 
Status hukum ikatan pernikahan para pihak yang pada mulanya 

dilangsungkan serta diadministrasikan di bawah koridor syariat Islam pada 
Kantor Urusan Agama dinilai majelis hakim sebagai basis elementer yang 
melegitimasi yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dalam 
menerima perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk. Konstatasi hukum ini 
diperkuat melalui eksistensi alat bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 
753/3/IX/2010. Dokumen otentik tersebut menjadi penanda bahwa jalinan 
hukum para litigan bersumber dari tata hukum Islam, sehingga yurisdiksi 
penyelesaian sengketanya secara mutlak tetap berada di bawah kewenangan 
absolut lembaga peradilan agama.40 Pertimbangan tersebut memperlihatkan 
bahwa legalitas administratif perkawinan memiliki kedudukan penting dalam 
menentukan kompetensi absolut lembaga peradilan agama. 

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perkara a quo 
termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam 
sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama.41 
Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata melihat 
status agama para pihak pada saat gugatan diajukan, melainkan juga 
mempertimbangkan hubungan hukum yang lahir ketika akad perkawinan 
dilaksanakan. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Yahya Harahap 
yang menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya 
didasarkan pada subjek hukumnya, tetapi juga pada hubungan hukum yang 
dibentuk menurut hukum Islam.42 

Status administratif perkawinan dalam perkara tersebut menjadi faktor 
dominan dalam menentukan kewenangan absolut Pengadilan Agama. 
Keberadaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dipandang 
melahirkan konsekuensi hukum bahwa pembubaran perkawinan juga harus 
dilakukan melalui mekanisme hukum yang sama. Pendekatan tersebut 
menunjukkan bahwa praktik peradilan agama di Indonesia cenderung 
mengedepankan aspek kepastian hukum administrasi dibandingkan perubahan 
keyakinan para pihak setelah perkawinan berlangsung. 

Pertimbangan hakim tersebut sekaligus memperlihatkan adanya perluasan 
makna asas personalitas keislaman dalam praktik peradilan agama. Asas 
personalitas keislaman pada awalnya dipahami sebagai kewenangan 
Pengadilan Agama terhadap orang-orang yang beragama Islam.43 
Perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa asas tersebut tidak lagi 
dimaknai secara tekstual berdasarkan agama aktual para pihak, tetapi juga 
mempertimbangkan status hukum hubungan keperdataan yang lahir menurut 
hukum Islam. Pendekatan tersebut digunakan untuk menghindari kekosongan 

 

 
40 Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk 
41 Ibid, hlm. 7 
42 Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, 137. 
43 Arto, Praktek perkara perdata pada pengadilan agama, 28. 
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hukum terhadap penyelesaian perkara perceraian yang para pihaknya telah 
keluar dari agama Islam. 

Pertimbangan hakim dalam menerima perkara juga berkaitan dengan 
upaya menjaga kepastian hukum terhadap akibat hukum setelah perceraian. 
Putusan pengadilan diperlukan sebagai dasar hukum terhadap pencatatan 
perceraian, hak asuh anak, nafkah, serta administrasi kependudukan para 
pihak.44 Tanpa adanya putusan pengadilan, status hukum perceraian para pihak 
berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan keperdataan maupun 
administrasi negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan 
perkara oleh Pengadilan Agama tidak hanya berorientasi pada aspek formal 
kewenangan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-
hak para pihak setelah putusnya perkawinan. 

Perselisihan dan percekcokan yang terjadi secara simultan semenjak tahun 
2019 di dalam bahtera rumah tangga para litigan terkonfirmasi melalui fakta 
hukum selama proses persidangan. Kehadiran pihak ketiga (wanita idaman 
lain), karakter temperamental yang dimiliki oleh Tergugat, serta hilangnya 
koherensi domestik diidentifikasi sebagai pemicu utama yang berujung pada 
terjadinya pisah ranjang (eksodus tempat tinggal) sejak tahun 2020. Evaluasi 
yuridis oleh majelis hakim menyimpulkan bahwa destruksi hubungan tersebut 
mengonfirmasi kegagalan dalam merealisasikan esensi perkawinan. Tujuan 
luhur ini mengacu pada kodifikasi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam terkait 
internalisasi pilar keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.45 

Konversi keyakinan yang dilakukan oleh para pihak tidak diposisikan 
sebagai determinan primer pembubaran pernikahan dalam pertimbangan 
hukum hakim pada perkara a quo. Eksistensi perpindahan agama tersebut 
justru diletakkan sebagai bagian integral dari konfrontasi domestik yang 
memicu disintegrasi hubungan perkawinan. Alih-alih menerapkan doktrin 
faskh secara konvensional merujuk pada fikih klasik, hakim memfokuskan 
eksaminasi yuridisnya pada realitas percekcokan serta hilangnya proyeksi 
kerukunan di dalam rumah tangga. Konstatasi ini selaras dengan koridor 
normatif Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang membuktikan bahwa 
dinamika peradilan agama di Indonesia mengonvergensikan penyelesaian 
sengketa murtad ke dalam sistem hukum positif nasional. 

Konseptualisasi pertimbangan hukum hakim tersebut merefleksikan 
adanya sinergi yang kuat antara prinsip-prinsip hukum Islam dan sistem 
hukum nasional dalam ranah penyelesaian sengketa keluarga. Meskipun 
Pengadilan Agama memposisikan nilai-nilai Islam sebagai basis normatif 
putusan, implementasinya tetap menginduk pada mekanisme hukum acara dan 
regulasi perundang-undangan positif. Kondisi ini membuktikan bahwa 
institusi peradilan agama di Indonesia tengah bermigrasi menuju pendekatan 

 
44 Subekti, Pokok-pokok hukum perdata, 31. 
45 Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk 
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yang lebih administratif, dengan fokus utama pada penegakan kepastian 
hukum serta jaminan perlindungan hak-hak keperdataan para litigan. 

Data empiris yang dihimpun dari wawancara dengan Hakim Pengadilan 
Agama Tanjung Karang Kelas 1A yang menguji perkara Nomor 
869/Pdt.G/2025/PA.Tnk mengindikasikan bahwa majelis hakim tidak 
menempatkan status kemurtadan para pihak sebagai landasan primer untuk 
mengabulkan tuntutan perceraian. Menurut pandangan hakim tersebut, ratio 
decidendi yang jauh lebih kompatibel dengan kerangka hukum positif adalah 
realitas perselisihan yang terjadi secara kontinu di dalam rumah tangga, 
sehingga memanifestasikan ketiadaan harapan untuk merekonstruksi 
kerukunan sebagai suami istri. Fakta yuridis di persidangan memperlihatkan 
bahwa hubungan perkawinan para pihak telah mencapai titik disintegrasi yang 
kronis dan berujung pada pemisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang 
lama. Oleh karena itu, majelis hakim lebih menitikberatkan pada alasan 
terjadinya broken marriage atau pecahnya rumah tangga daripada menjadikan 
perpindahan agama sebagai dasar utama perceraian. Pertimbangan tersebut 
dipilih karena sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf 
(f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perselisihan dan 
pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun 
kembali merupakan salah satu alasan yang sah untuk terjadinya perceraian. 
Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berorientasi pada aspek 
normatif keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan fakta sosial dan kondisi 
nyata kehidupan rumah tangga para pihak guna mewujudkan kepastian hukum 
dan kemaslahatan bagi semua pihak yang berkepentingan.46 

 
3. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Perceraian Para Pihak 

Menilik amar pertimbangan hakim dalam sengketa Nomor 
869/Pdt.G/2025/PA.Tnk, majelis hakim tampak lebih memprioritaskan situasi 
riil rumah tangga para pihak daripada memfokuskan putusan pada persoalan 
murtad semata. Data persidangan mengonfirmasi bahwa bahtera domestik para 
pihak telah didera perselisihan dan pertengkaran hebat secara kontinu sejak 
tahun 2019. Ketegangan yang berkepanjangan ini berakar dari indikasi adanya 
wanita idaman lain, temperamen emosional dari pihak Tergugat, serta matinya 
keharmonisan dalam ikatan keluarga tersebut.47 Dampaknya, para pihak telah 
berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan tidak lagi menjalankan fungsi 
serta peran dalam hubungan rumah tangga secara semestinya. 

Majelis hakim menetapkan bahwa rumah tangga para pihak telah 
mengalami broken marriage dan tidak dapat dipertahankan. Ketetapan ini 
didasarkan pada kegagalan seluruh upaya perdamaian yang telah ditempuh, 

 
46 Hasil Wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 

1A pada tanggal 18 Juni 2026 
47 Ibid, hlm. 11-12 
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baik melalui mediasi keluarga maupun proses persidangan.48 Berdasarkan 
penilaian majelis hakim, stagnasi komunikasi yang diikuti dengan terjadinya 
pemisahan tempat tinggal dalam kurun waktu yang signifikan 
mengindikasikan telah lenyapnya esensi perkawinan untuk mengonstruksi 
keluarga yang harmonis. Fakta sosiologis-yuridis tersebut dipandang sebagai 
bukti nyata bahwa hubungan domestik para pihak tidak lagi berjalan sesuai 
koridor ideal yang dicita-citakan hukum. 

Penilaian hakimᵢ tersebut sejalan dengan ketentuanᵢ Pasal 39 ayat (2) 
Undang-Undang Nomorᵢ 1 Tahun 1974 tentangᵢ Perkawinan yangᵢ menyatakan 
bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasanᵢ bahwa antara 
suami dan istri tidak akan dapat hidup rukunᵢ sebagai suami istri.49 
Ketentuanᵢ tersebut dipertegas dalam Pasal 19 hurufᵢ (f) Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 hurufᵢ (f) Kompilasi Hukum Islam yang 
menyebutkan bahwaᵢ perselisihan danᵢ pertengkaranᵢ terus-menerus 
merupakan salah satu alasan perceraian.50ᵢ Penggunaanᵢ dasar hukum tersebut 
menunjukkan bahwa majelis hakimᵢ lebih mengedepankan alasan yuridis 
berupa konflik rumah tangga dibandingkan menjadikan kemurtadan sebagai 
dasar utama putusnya perkawinan. 

Pendekatan hakim tersebut memperlihatkan adanya penyesuaian antara 
hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam praktik peradilan agama. 
Fikih klasik pada dasarnya memandang kemurtadan sebagai sebab otomatis 
putusnya perkawinan melalui mekanisme faskh tanpa memerlukan putusan 
hakim.51 Sistem hukum Indonesia justru tetap mensyaratkan adanya proses 
peradilan dan pembuktian mengenai keretakan rumah tangga sebelum 
perceraian dapat dikabulkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik 
peradilan agama di Indonesia lebih mengedepankan pendekatan prosedural 
dan kepastian hukum administrasi. 

Majelis hakim menilai tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1/1974 
dan Pasal 3 KHI sudah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga 
para pihak.52 Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, 
kekal, serta sakinah, mawaddah, dan rahmah dipandang telah gagal karena 
hubungan para pihak tidak lagi menunjukkan adanya keharmonisan maupun 
tanggung jawab sebagai suami istri. Pertimbangan tersebut menunjukkan 
bahwa hakim menggunakan pendekatan sosiologis dengan melihat kondisi 
nyata kehidupan rumah tangga para pihak. 

Majelis hakim juga menggunakan kaidah fikih (dar’ul mafasid 
muqaddam ‘ala jalbil mashalih) yang berarti menolak kerusakan harus 
didahulukan daripada menarik kemaslahatan.53 Penggunaan kaidah tersebut 

 

48 Ibid, hlm. 12-13 
49ᵢ Database Peraturan. JDIH BPK, “Pasal 39 Undang-undangᵢ Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan.” 
50ᵢ Wahyuni, “Alasanᵢ Perceraianᵢ yang Dibolehkan oleh Undang-undang.” 
51 Sabiq, Fiqih Sunnah 2, 208. 
52 Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk 
53 Ibid, hlm. 12 
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menunjukkan bahwa hakim tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum 
Islam dalam memutus perkara meskipun penyelesaian perceraian dilakukan 
melalui mekanisme hukum positif nasional. Kaidah hukum tersebut diterapkan 
atas pertimbangan bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak 
hanya akan memperbesar dampak kemudaratan bagi para pihak beserta anak-
anak mereka. 

Pertimbangan hakim dalam perkara a quo menunjukkan bahwa 
perpindahan agama tidak diposisikan sebagai satu-satunya faktor penyebab 
perceraian, melainkan sebagai bagian dari rangkaian konflik rumah tangga 
yang menyebabkan hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. 
Orientasi yudisial tersebut mengonfirmasi bahwa praktik peradilan agama di 
Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk tidak mengonstruksikan alasan 
murtad secara literal sebagai basis pemutus perceraian. Sebaliknya, majelis 
hakim lebih mengutamakan implementasi klausul perselisihan dan 
pertengkaran yang berkepanjangan. Langkah normatif ini diambil mengingat 
indikator konflik domestik tersebut telah diakomodasi dan diatur secara 
definitif dalam kerangka undang-undang nasional. 

Penerapan pendekatan tersebut membawa implikasi teoretis dan praktis 
terhadap evolusi hukum keluarga Islam di Indonesia. Yurisprudensi peradilan 
agama mengindikasikan terjadinya transisi paradigma, dari aplikasi hukum 
Islam yang bersifat dogmatis-tekstual menuju rekonstruksi hukum yang lebih 
kontekstual serta administratif. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama 
memperluas perannya tidak sekadar sebagai pelaksana norma fikih 
konvensional, melainkan bertindak sebagai aparatur negara yang menjamin 
kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan masyarakat. Oleh karena 
itu, penyelesaian perkara perceraian akibat murtad dalam tata hukum positif 
Indonesia pada akhirnya lebih dikonsolidasikan untuk mewujudkan kepastian 
yuridis daripada mengadopsi konsep faskh secara kaku sebagaimana diatur 
dalam fikih klasik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan 
Agama Tanjung Karang Kelas 1A, keberadaan putusan perceraian memiliki 
peranan yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap 
status para pihak setelah berakhirnya suatu perkawinan. Putusan pengadilan 
tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum yang menyatakan putusnya 
hubungan perkawinan secara sah, tetapi juga menjadi landasan bagi pencatatan 
perceraian dalam administrasi negara. Selain itu, putusan tersebut memiliki 
implikasi langsung terhadap berbagai hak dan kewajiban keperdataan para 
pihak, seperti pengaturan hak asuh anak, kewajiban nafkah, pembagian harta 
bersama, serta berbagai urusan administrasi kependudukan lainnya. Menurut 
salah satu Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A, tanpa adanya 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, status hukum para pihak 
dapat menimbulkan ketidakjelasan yang berpotensi memunculkan sengketa di 
kemudian hari. Oleh karena itu, penyelesaian perceraian melalui mekanisme 
peradilan dipandang sebagai sarana untuk menjamin tertib hukum, 
memberikan perlindungan terhadap hak-hak para 
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pihak, serta mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan 
bermasyarakat.54 

 
4. Implikasi Hukum Putusan terhadap Kepastian Hukum dan Hak 

Keperdataan Para Pihak 

Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A Nomor 
869/Pdt.G/2025/PA.Tnk menunjukkan bahwa perceraian akibat murtad dalam 
sistem hukum Indonesia tetap harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan 
guna menjamin kepastian hukum terhadap status perkawinan para pihak. 
Putusan pengadilan memiliki kedudukan penting sebagai dasar hukum dalam 
pencatatan perceraian, administrasi kependudukan, serta penentuan hak dan 
kewajiban para pihak setelah putusnya perkawinan.55 

Kepastian hukum tersebut juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak 
keperdataan para pihak, terutama mengenai hak asuh anak, nafkah, dan 
pembagian harta bersama.56 Keberadaan putusan pengadilan diperlukan untuk 
menghindari ketidakjelasan status hukum para pihak serta mencegah 
timbulnya sengketa hukum di kemudian hari. Kondisi tersebut menunjukkan 
bahwa praktik peradilan agama di Indonesia lebih mengedepankan pendekatan 
administratif dan perlindungan hukum dibandingkan penerapan konsep fikih 
klasik yang memandang kemurtadan sebagai sebab otomatis putusnya 
perkawinan. 

Putusan perkara a quo sekaligus memperlihatkan adanya perkembangan 
asas personalitas keislaman dalam praktik peradilan agama. Kewenangan 
Pengadilan Agama tidak hanya didasarkan pada agama para pihak ketika 
perkara diajukan, tetapi juga mempertimbangkan status hukum perkawinan 
yang sebelumnya dilangsungkan menurut hukum Islam.57 Pendekatan tersebut 
menunjukkan adanya harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan kebutuhan 
kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. 

 
 

D. Kesimpulan 
Hasil analisis terhadap perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk di Pengadilan 

Agama Tanjung Karang Kelas 1A mengindikasikan adanya divergensi 
konseptual mengenai putusnya perkawinan akibat murtad dalam diskursus hukum 
Islam dan hukum positif Indonesia. Dari perspektif hukum Islam, kemurtadan 
berimplikasi pada fasakhnya ikatan pernikahan secara keagamaan akibat 
runtuhnya asas kesatuan akidah. Namun, dalam kerangka hukum  positif  
Indonesia,  peralihan  keyakinan  tersebut  tidak  serta-merta 

 
54 Hasil Wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 

1A pada tanggal 18 Juni 2026 
55 Subekti, Pokok-pokok hukum perdata, 31. 
56 Tupan dkk., “Implementasi Hukum Perceraian Beda Agama Terhadap Pembagian Harta 

Bersama.” 
57 Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, 137. 
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memutuskan hubungan perkawinan tanpa adanya ketetapan hukum dari lembaga 
peradilan, selaras dengan amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Kebijakan yuridis 
ini merefleksikan bahwa tata hukum nasional lebih memprioritaskan aspek 
kepastian hukum, formalitas administratif, serta jaminan terhadap hak-hak 
keperdataan para pihak pasca-perceraian.. 

Konstruksi pertimbangan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A dalam 
memeriksa perkara Nomor 869/Pdt.G/2025/PA.Tnk berakar pada status 
perkawinan para pihak yang secara resmi tercatat menurut hukum Islam di Kantor 
Urusan Agama. Majelis hakim menerapkan interpretasi progresif terhadap asas 
personalitas keislaman, di mana kompetensi peradilan tidak semata-mata diukur 
dari status agama kontemporer para pihak saat perkara diajukan, melainkan dari 
hubungan hukum yang lahir sejak awal pernikahan. Oleh sebab itu, Pengadilan 
Agama tetap memegang kewenangan yudisial mutlak meskipun para pihak kini 
telah berstatus non-Muslim. Lebih lanjut, ratio decidendi hakim cenderung 
mengedepankan fakta objektif berupa perselisihan yang kontinu ketimbang 
menjadikan faktor murtad sebagai kausa utama perceraian sebuah pendekatan 
yang merefleksikan integrasi antara nilai-nilai Islam dan hukum positif nasional 
yang berorientasi pada kepastian yuridis serta perlindungan hak perdata.. 
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Abstrak: Tuliskan abstrak Anda di sini. Abstrak ditulis dalam satu paragraf meliputi 
artikel tinjauan ilmiah yang terdiri dari pembahasan inti permasalahan dan secara 
substansial sedangkan artikel hasil penelitian terdiri dari tujuan, metode, dan hasil. 
Selain itu, abstrak tidak boleh mengandung gambar atau tabel, namun menggunakan 
spasi tunggal, cetak miring, huruf Times New Arabic, ukuran font 12, spasi setelah 6, 
dan maksimal 250 kata. 

 
Kata Kunci: Tuliskan kata kunci Anda di sini. Kata kunci harus mengandung istilah 
umum dan berbentuk jamak. Singkatan harus digunakan secara efektif (singkatan 
yang sah digunakan dalam bidang yang memenuhi persyaratan). Kata kunci ini akan 
digunakan untuk indeksasi dan ditulis dengan spasi tunggal, miring, menggunakan 
Times New Arabic, ukuran huruf 12, spasi setelah spasi paragraf 6, dan 3 - 5 frasa. 
Contoh: Hukum Islam, Muslim, Pengadilan Agama, dan lain-lain. 

Catatan: Abstrak dan kata kunci ditulis dalam dua bahasa (Inggris dan 
Indonesia) 

 
A. Pendahuluan 

Bagian ini terdiri dari latar belakang, tinjauan pustaka atau ringkasan 
penelitian sebelumnya yang relevan, tujuan penulisan artikel, dan deskripsi 
pemecahan masalah dan tujuan yang jelas dari penelitian. Ada tiga ciri khas utama 
Al-Mizan (e-Journal), yaitu latar belakang, tujuan, dan metode penelitian (tanpa 
menggunakan istilah-istilah tersebut secara eksplisit sebagai subjudul di bagian utama 
artikel). 

Ketik Judul Makalah Anda di sini 
Judul penelitian harus ringkas dan berwawasan luas. Hindari penggunaan 
singkatan dan tulis maksimal 15 kata, menggunakan Times New Arabic, 

ukuran huruf 14, tebal, huruf kapital dengan spasi tunggal, dan teks rata kanan-kiri. 
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1Penulis Pertama, 2Penulis Kedua 

1Lembaga afiliasi pertama, 2Lembaga afiliasi kedua 
email penulis pertama; email penulis kedua 

Nama penulis harus ditulis tanpa gelar akademik dalam huruf 
dicetak tebal, menggunakan Times New Roman, ukuran huruf 13, huruf awal 

dengan huruf besar, spasi tunggal, teks rata kiri-kanan, 
dan spasi sebelum paragraf 12. Afiliasi institusi dan alamat email penulis harus 
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B. Aspek Pertama dari Pembahasan, Sebagai Bagian Kedua 
Pembahasan disorot dalam judul dan sub judul bagian ini. Selain itu, bagian 

ini harus secara signifikan mengeksplorasi temuan penelitian tanpa kutipan langsung 
yang berlebihan dan panjang. 

Di sini Anda dapat mendiskusikan setiap aspek dari masalah tersebut satu per 
satu. Hal ini diperlukan untuk membangun argumen dan memberikan data orisinil 
yang dibahas dan dibandingkan dengan penelitian dan karya-karya sarjana lain. 
Dengan kata lain, cara membahas suatu isu di sini adalah dengan menggabungkan 
data dan diskusi. Jadi, tidak disarankan untuk memisahkan antara deskripsi data 
dengan analisisnya. 

Setiap kutipan ditulis dengan cara tertentu yang dapat diidentifikasi sebagai 
"kutipan" yang berbeda dari teks asli Anda. Pada akhir setiap kutipan, Anda harus 
mencantumkan referensi dengan gaya catatan kaki. Referensi juga harus dicantumkan 
di akhir setiap kutipan yang memparafrasekan ide dari karya seseorang. Jika kutipan 
diambil dari sebuah buku dan kutipan berikutnya. Sebuah buku dengan jilid yang 
dikutip pada catatan berikutnya; harap diperhatikan bahwa nomor referensi catatan 
kaki ditempatkan setelah [bukan sebelum] tanda baca. Kutipan dari referensi 
sebelumnya, tetapi tidak dikutip setelahnya. Cukup sebutkan nama belakang penulis 
dan versi judul karya yang diurutkan. 

Contoh 1: 
Perdebatan mengenai wali nikah dalam akad nikah telah lama dibahas oleh 

para ahli hukum Islam, terutama mengenai kedudukan wali dalam akad. Sebagian ahli 
hukum Islam mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak 
sah karena kedudukan wali dalam akad nikah merupakan salah satu rukun yang harus 
dipenuhi. Wali merupakan syarat sahnya akad nikah dan akad nikah tanpa wali adalah 
tidak sah, al-Jāzirī	menegaskan hal ini sebagai berikut: 

 ةَُّحصِ  ھِیْلَعَ  فُقَوَـتَـیَ يذَِّلا  وَھُ  حِاِكَِّنلا  فيِ◌  ليوَُِلْاَ
 1.ھِنِودُبِ  ُّحصِیَ لاَفَ  دِقْعَلاْ

Artinya: Wali adalah orang yang menentukan sahnya suatu akad nikah, sehingga tidak 
sah tanpa adanya wali. 

Wali dalam pernikahan merupakan hal yang penting dan menjadi syarat 
sahnya suatu pernikahan, menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, keduanya 
berpendapat bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, 
sedangkan bagi pihak laki-laki tidak perlu adanya wali. Menurut Imam Abū	H}anīfah, 
Zafar, as-Sha'bī	 dan az-Zuh}rī, pernikahan tanpa wali adalah sah dan seorang 
perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri asalkan calon mempelai laki-laki 
sekufu' dengannya..2 

 
 

1Abdurrah}mān al-Jazīrī, Al-Fiqhu ‘Alā Mazāh}ib al-Arb’ah, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 
t.th.), h. 4. 

2Ibn Rusyd, Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid (Beirut: Dar al-Kitāb al-
'Ulumiyah, 1995), h. 8. 
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Sayyid Sābiq menjelaskan bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum 

(haqqu syar’ī) yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang 
hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Secara umumnya, yaitu 
berkenaan dengan diri manusia, sedangkan yang secara khusus ialah berkenaan 
dengan individu dan harta benda.3 Keberadaan seorang wali dalam akad nikah 
(perkawinan) adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak 
dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut 
kesepakatan ulama secara prinsip.4 

 
C. Aspek Kedua dari Pembahasan (Gaya Referensi Lain) 

Contoh referensi selain buku adalah makalah dalam jurnal, situs web, majalah, 
dan surat kabar, laporan, bab buku, tesis master, tesis Ph.D., wawancara, dan 
peraturan. Cantumkan URL internet yang lengkap jika tersedia beserta tanggal 
aksesnya. 

 
Contoh 2: 

Menurut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kecamatan Dumbo Raya, Ibrahim 
Daeng Salasa, S.Ag. tentang prosedur pendaftaran perkawinan bawah umur yang oleh 
orang tua disertai alasan mendesak dan berharap tetap dicatatkan menyatakan bahwa: 

Ada upaya kalo pernikahan di bawah umur tidak dicatat, apalagi cerita 
penyelamatan. Namun, itu tidak boleh dilakukan. Ujung permasalahan ada di 
Kantor Urusan Agama (KUA), jika persyaratan berupa dispensasi pengadilan 
sudah dipenuhi, maka tidak ada alasan untuk tidak dicatatkan. Semua punya hak 
sama. Kita ini pelaksana aturan pemerintah, sehingga pernikahan di bawah umur 
tetap harus dilaksanakan entah alasan yang mendasarinya apakah sudah hamil 
atau belum.5 

 
Contoh 3: 

Rekonvensi yang diajukan istri sebagai pihak termohon dalam perkara cerai 
talak, diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan hukum, hal ini didasarkan pada pasal 
136 ayat (2) KHI jo pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi: 

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau 
tergugat, Pengadilan Agama dapat: 

a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami 
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan 

pendidikan anak 
 
 

 
H), 125. 

3Sayid Sābiq, Fiqh as-Sunnah Juz II (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1977 M/1397 
 
4Amir Syarifuddin, Hukun Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 69. 
5Ibrahim Daeng Salasa, S.Ag. PPN Kecamatan Dumbo Raya, Wawancara, di Dumbo Raya, 

tanggal 20 Oktober 2018. 
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c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-
barang yang menjadi hak bersama.6 

D. Aspek Ketiga dari Pembahasan, dan seterusnya 

Anda dapat menambahkan bagian sesuai kebutuhan. Sebuah bagian dapat 
terdiri dari beberapa sub-bagian, diketik dengan huruf tebal-italic dan diberi nomor 
urut, seperti contoh berikut ini. 
1. Sub-Bagian sebagai Bagian dari Bagian Induknya 

Anda tidak perlu menambahkan lekukan khusus dalam mengetikkan body text 
di bawah judul sub-bagian. Body text di sini diketik seperti body text lainnya. 
2. Sub-Bagian Lain 

Meskipun Anda mungkin membutuhkan sub-judul lain di bawah "sub-bagian" 
ini, sangat tidak disarankan untuk melakukannya. Sebagai gantinya, susunlah diskusi 
dan penjelasan Anda dalam paragraf naratif. Selain itu, gaya daftar paragraf 
berikutnya juga tidak disarankan. 

Jika Anda perlu menyertakan tabel, gambar, foto, atau ilustrasi lainnya, mohon 
sertakan file gambar beresolusi tinggi sebagai lampiran pada file yang Anda kirimkan. 
Namun, kami akan sangat senang jika Anda dapat mengubah ilustrasi tersebut menjadi 
narasi dan tidak menyertakan gambar apa pun dalam tulisan Anda. 
Contoh 4: 

Berdasarkan data dari Badan Kepagawaian Daerah (BKD) dan Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) bahwa jumlah 
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bone Bolango adalah 3730 orang. Dengan 
perincian menurut golongan, yaitu: Golongan IV sebanyak 811 orang, Golongan III 
sebanyak 2049 orang, Golongan II sebanyak 862 orang dan Golongan I sebanyak 8 
orang. Jika dilihat potensi zakat profesi dari seluruh ASN tersebut sebesar Rp. 
367.242.588,- 

Tabel 1 
Jumlah Aparatur Sipil Negara dan Potensi Zakat Profesi 

di Kabupaten Bone Bolango 
 

No Gol Jumlah 
Pegawai 

Gaji Per 
Individu 

Gaji 
Keseluruhan 

Potensi Zakat 
Per Individu 

Potensi Zakat 
Keseluruhan 

1 IV 811 5,236,922.00 4,247,200,800.00 130,924.00 106,179,364.00 
2 III 2049 3,827,040.00 7,841,621,900.00 95,676.00 196,040,124.00 
3 II 862 2,993,707.00 2,580,576,200.00 74,842.00 64,514,385.00 
4 I 8 2,543,575.00 20,348,600.00 63,589.00 508,715.00 
Total     367,242,588.00 

Sumber: Data Dinas Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango 

 
6Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penyebaran Kompilasi 

Hukum Islam, pasal 136 ayat (2). Lihat pula Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975, pasal 24 ayat (2). 
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E. Kesimpulan 

Kesimpulan dan rekomendasi dari penulis diberikan pada bagian ini dan 
konsisten dalam menggunakan istilah "Kesimpulan". Kesimpulan dari penelitian 
harus sesuai dengan tujuan utama dari penelitian dalam bagian ini. Hal ini dapat 
diikuti dengan menyarankan penelitian yang relevan di masa depan. Pada bagian ini 
juga, Anda dapat memberikan ucapan terima kasih kepada orang-orang dan pihak-
pihak yang telah mendukung penelitian Anda. 

 
Catatan: Kriteria isi naskah: 
1. Naskah harus diserahkan dalam bentuk Microsoft Word atau RTF melalui 

pengiriman online. 
2. Judul naskah tidak lebih dari 15 kata, judul ditulis dengan huruf besar, tebal, 

ukuran huruf 14, dan rata tengah. 
3. Naskah harus menyertakan abstrak. Abstrak harus bebas dari kutipan dan tidak 

boleh lebih dari 250 kata dengan 3-5 kata kunci (diketik dengan spasi tunggal). 
4. Naskah isi dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Panjang 

naskah sekitar 5000-7000 kata, diketik dalam 1,5 baris spasi pada ukuran kertas 
A4, margin: atas = 4 cm, bawah = 3,3 cm, kiri = 3,3 cm, kanan = 3,3 cm, jenis 
huruf Times New Arabic, ukuran huruf 12, dan spasi antarparagraf 6 pt. 

5. Subjudul ditulis dengan huruf besar, cetak tebal, ukuran huruf 12, dan margin kiri. 
6. Kata-kata dalam bahasa Arab harus mengikuti pedoman penerjemahan bahasa 

Arab. 
7. Teks bahasa Arab ditulis dengan huruf Arab Tradisional, ukuran huruf 17. 
8. Catatan kaki ditulis dengan huruf besar, ukuran font 10. 
9. Judul tabel/gambar ditulis di bagian atas tabel atau gambar (huruf kecil, rata 

tengah, ukuran huruf 10). 
10. Referensi harus diletakkan di bagian terakhir artikel sebelum lampiran, sesuai 

urutan abjad. Kami menyarankan penggunaan perangkat lunak pengelola 
referensi seperti EndNote, Mendeley, dan Zotero untuk membuat template gaya 
kutipan. Referensi sebaiknya berasal dari referensi terbaru (kurang dari sepuluh 
tahun). Referensi harus diberikan dalam catatan kaki dan menggunakan Turabian 
8th Edition Style. 
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